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QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUS| IZII.I MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

: a. bahwa Nota Kesepaha man (Memorandum of LJnderstanding)
Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru
Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang
damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat, berhak dan
berkewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut,
Kabupaten Pidie sebagai salah satu kabupaten di provinsi
Aceh, berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat,
dalam bentuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi lzin Mendirikan Bangunan merupakan salah
satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dapat dipungut
Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan eanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk dan
menetapkan Qanun Kabupaten Pidie tentang Retribusi lzin
Mendirikan Bangunan.

i 1, Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1g56 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 10g2);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gB1
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20OZ tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia
Nomor a2a7);

4. Undang-Undang
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4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2ooz tentang penataan
Ruang (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2ooz
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 4725);

5. undang-undang Nomor 10 Tahun zoo|tentang pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran ulgara Repubrik
lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 36, Tambahin Lembaran

^ Negara Republik lndonesia Nomor43B1);
6. Undang-U ndarry Nomor 32 Tahun 2oo4ientang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesi-ia Tahun zoo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nefuuril rndonesia
Nomor 4+37) sebagaimana telah bebe-rapa xaii oiunan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 rahun 200g tentant
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentani
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Refubrik rndonesia
Tahun 2008 Nomor 5g, Tambahan r-embarrn Nugrra Repubrik
lndonesia Nomor 4844); !

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dan "pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubrik rndonesia
Nomor 4438);

8. undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Repubrik rndnesiJ rahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor a633);9. undang-undang Nomor 2g rahun zdog tentang pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara nep"untik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Llmbaran N"g"r, Nomor
50a9);

l0.Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan peraksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
?092 tentang prngllql Gedunf (Lenrba-ran rV"jrrc Repubtiklndonesia Tahun 2005 Nomo-r 

'83, 
Tambahan Lembaran

. . Negara Republik lndonesia Nomor a532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo7 tentangorganisasi perangkat Daerah (Lembaran Nelara Repubriklndonesia Tahun 2oo7 Nomor gg, Tambahin Lembaran
. ^ Negara Republik lndonesia Nomor al41);
l2.Peraturan pemerintah Nomor 58 fahun 2o1o tentang

Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahurr 1gB3tentang Peraksanaan Kitab Undang-undang iut<um AcaraPidana {Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 2a1oNomor 90, Tambahan Lembaran Negara nepuoiix rndonesia
Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6g Tahun ZOLO tentang Tatacara Pemberian dan pemanfaatan rnsentif pungutan pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negri" Repubriklndonesia Tahun 2o1o Nomor 11g, Tamban"an Lembaran

. . Negara Republik lndonesia l,lomor 5161);
14. Peraturan Menterifekerjaan unrum Nomor : 24lpRTtWlzoo1

tentang pedoman Teknis rzin Mendirikan Bangunrn Geoung,

15. peraturan... ,&



I .'
I

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 rahun 2o1o
. - tentang Pedoman pemberian rzin Mendirikan Bangunan;
16.Qanun Aceh Nomor 3 Tahun zool tentang Tata cara

Pembentukan eanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Daruusalam Tahun zooT Nomor 3, Tambahan-Lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

17.Qanun Kabupaten pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pidie Tahun 2oog Nomor 02, Tambahan
Lernbaran Daerah Kabupaten pidie Nomor 11).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
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Menetapkan

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

: QANUN KABUPATEN PIDIE
MENDIRIKAN BANGUNAN.

TENTANG RETRIBUSI IZIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun Daerah ini yang dimaksucl dengan:

Daerah adalah Kabupaten pidie.
Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten pidie.
Bupati adalah Bupati pidie.

pembayaran atas pemberian izin untuk rnendirik'an suatu bangunan.

Dewan Perwakilan trlakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalahDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pidie.

9:tyL", Keria Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut sKpK adalahSKPK Pemerintah Kabupaten pidie.
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adarah DinasPengeJolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten pidie.
Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati pidie. -- r

Kas Daerah adalah Kas Daerah pemerintah Kabupaten pidie.
Pejabat adalah pegawai negeri sipit yang oiulri tug"" tertentu di bidangperpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundanglundangan.
Badan adalah sekumpulan oring dan/atau modal yrng ,"rupakan kesatuanbaik yang melakukan usaha maupun yang tidali melakukan usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan t<oma-noiter, perseroan rainnya, BadanUsaha 

. 
Milik 

^Negara atau Daerah dengan nama atau daiam bentu'k apapun,firma,. kongsi, koperasi, dana pensiunl perset<utuan, perkumpuran, yayasan,organisasi masa, organisasi sosial potitit< atau organisasi vrnb'sejenis,lembaga, bentuk us.1!a tetap dan bentuk b"d"r, lainnya.
Retribusi lzin Mendirikan.Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

6.
7.
8.

o

10.

1 1. Bangunan
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ll.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk
tempat penyimpanan, perlindungan. pelaksanaan kegiatin yang mendukung
terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yrng jebagian atau
seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.

l2.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalarn tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, buday'a, mr,ifun keliatan
khusus.

14. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung
berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administiasi dai persyaratan
teknisnya.

l3.Bangunan Gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan,- tungsi usa-hu, maupun
fungsi sosial dan budaya.

14. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk
kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi knuius, yang dalam
pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengetolaan khusus
dan I atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat meninibulkan dampak
penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

15'Bangunan Permanen adalah Bangunan yang-ditinjau dari segi konstruksi dan
umur bangunan dinyatakan lebih dari 1s (tima belai) tahun.

l6.Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi
dan umurbangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 1S (lima
belas) tahun.

17. Bangunan sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi
konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang diri 5 (lima) tahui.
Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan
dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemeiintah Daerah pada lokasi
tertentu.

18.lzin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun
baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan
bangunan sesuai dengan persyaratan adminisiratif dan persyiratan teknis yang
berlaku.

19. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingl<at KDB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas
tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai seJuai rdncana tata
ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

20. Koeflsien Lantai Bangunan selanjutnya diiingkit KLB adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh lantai bingunan gedung Oin iuas tanah
perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

2l.Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunin gedung yang
diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah [erpet-(an 7
daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungan.

22. Koefisien



22'Koefisien Tapa.k Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adatah angkapersentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

23' Rencana Tata Ruang Wilayati yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten
adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan
dengan Qanun.

24. Rencana Detail Tata Ruang
penjabaran dari Rencana Tata
pemanfaatan kawasan.

yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana

25' Rencana Tata Bangunan dart Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL
adalah panduan rancang bangun suatu 

-kawasan 
untuk mengendalikan

pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan,' rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan
pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

26. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi
persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi Oahgu-nan gedung
yang ditetapkan.

27. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya
atau sebagian termasuk pekerjaan ,nenggali, menimbun, atar] meratakan tanah
yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

28' Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah
bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan

- dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
29. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau

sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana
dan sarananya.

30.Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata
cara,standar spesifikasi dan standar nretode uji baik berupistandar Nasional
lndonesia maupun Standar lnternasionat yang diberlakukan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

31. Pemeliharaan adalah kegiatan menlaga keandalan bangunan gedung beserta
prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu iaik funlsi.

32. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki din/atau mengganti bigian bangunan
gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar
bangunan gedung tetap laik fungsi.

33. Pemugaran bang.un?n gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/
memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.

34. Retribusi Daerah, yang selanjutnya diiebut Retribusi, ,Ortutl pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu jrang khususdisediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

35.Jasa adalah kegiatan pemerintah Daerah berupa
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
oleh orang pribadi atau Badan.

usaha dan pelayanan yang
lainnya yang dapat dinikmati

36' Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangkapemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya-alam, barangr prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum ian menlaga
kelestarian lingkungan.

37. wajib. I
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37' Wajib Retribusi aclalah orang pribadi atau Badan yang menurut eanunRetribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran rEtribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusi tertentu.
38. subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang bersangkutan.
39'Masa Retribusi adalah suatu jangka *"ktr"t"rtentu-yang merupakan batas

Y'ft! bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dai perizinan tertentu
dari Pemerintah Kabupaten.

40' Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang sela njutnya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok retribusi
yang terutang.

41'Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah.surat ketetapan retribusi yang menen-tukan jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah xrebit ietribusi lebih besar daripada

.^ retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
42.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnyi disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau-sanksi idministrrtif berupa

bunga dan/atau denda.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah buktipembayaran atau penyetoran. retribusi- ying tetafr dilakuian dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
. . melaluitempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
44'Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjuinya disingkat SKRD, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terutang.
4s'!yf! Ketetapan Retribusi Daerah !9oin Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah.surat ketetapan retribusi yang menen-tukan ;umtJn kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah t<rebit 
-retribusi 

lebih besar daripada
. ^ 

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46' Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnyJ disingkat STRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribuii dan/atau sanksi idministratif berupa

bunga dan/atau denda.
47'Pemeriksaan,adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,keterangan, dan/atau bukti y"ng dila[sanakrn .1."r" objektif dan profesional

berdasarkan suatu,standar pemLriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain daLm rrngi" melaksanakan

. ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
48' Penyidikan tindak pidana di- bidang retribusi daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oteh Renyioik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersarigkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Dengan nama Retribusi rzin r".Iiijl'rrnnrnrn dipunsut Retribusi ataspemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(2) Pemberian I



(2) Pemberian izin nreliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan
pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan ,"n.rn, teknis
bangunan dan rencana tata ruing, dengan tetap memperhatikan koefisien
dasar bangunan (KDB), koefisien luas bJngunan (KLB), koefisien ketinggian
bangunan (KT?): dan pengawasan penggunaan' bangunan yang meriputipemeriksaan. dalam rangka memenuhi-lyarat kese-lamatan blgi yang
menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerin'tah danlatau
Pemerintah Kabupaten.

(1) Subjek Retribusi adalah
pelayanan pemberian izin.

, Pasal 4
orang pribadi atau Badan yang mendapatkan

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan
pemberian lzin.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan digolongkan ke dalam Golongan Retribusi
Perizinan Tertentu.

rArA cARA peru8frrBr,!'* oo* RErRt B u s I

Pasal 6
(1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :

a. Komponen retribusi dan biaya 
;

b. Penghitungan besarnya retribusi ;

c. fingkat penggunaan jasa.
(2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi :

a' Retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk kegiatan
pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan [elestaiianlpJmug"run; ataub' Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumei-.' rnrlg; p"mbuatan
duplikaucopy dokumen rMB yang diregarisasikan sebagai pengganti
dokumen IMB yang hilang atau rusak, pe*-utakhiran data ata"s permohonan
pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; danc. Retribusi penyediaan formulir permohonan lMB, termisuk biayapendaftaran Bangunan Gedung.

(3) P.enghitungan besarnya retribusi iebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bditetapkan berdasarkan :

a' Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)huruf a dan huruf b yang ditetapkan- berdasarkan permohonan yangdiaiukan;
b. Lingkyp kegiatan, meriputi pembangunan bangunan gedung baru,c. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung melipu-ti perbiikanlierawatan,

d, perubahan



d- perubahani perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untui bangunan

_ gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
(4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dihitung mengikuti

rumus yang berdasarkan :

3 Pembangunan bangunan gedung baru;
b. Rehabilitasi/renovasi, peleltarian/pemugaran; dan

._. g. Pembangunan prasarana bangrn"n g"drng.
(5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana iimatlud pada ayat (1) huruf c adalah

g9m.!9rian layanan perizinan IMB menggunakan indeks beidasarkan fungsi,
klasifikasi, dan waktu penggunaan ban-gunan gedung serta indeks untukprasarana bangunan gedung sebagai tingkit inteniitas plnggrnran jasa dalamproses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendaliai-penyelenggarran
yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pem-eriksaan danpenatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.(6) P.erhitungan besarnya retribusi se5agaimana dimaksrt pao"a ayat (4),
sebagaimana tercantum daram Lampiran'[ eanun ini.

BAB V
INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

Pasal 7

(1) lndeks penghitungan besarnya retribusi rMB meliputi :

a. Penetapan lndeks;
b. Skala Indeks;
c. Kode.

(2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks
tingkat penggunaan iasa sebagai faktor pengali t"inrd"p n"rg*;"tran retribusl
untuk mendapatkan besarnya retribusi yang heliputi :a' lndeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan

sebagaimana tercantum daram Lampiran il eanun ini; danb' lndeks untuk.penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll eanun Ini.(3) skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan

berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi'uenlan mempertimbangkan
kewajaran perbandingan dalam intensitas pLirggunuan jasa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran ll, Lampiran lll, Lampirii lv dan'Lampiran v eanun
ini;

(4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasilndeks penghitungan retribusi IMB ,htui bangrnrn gedung dan prasarana
bangunan gedung guna ketertiban administrasi 

-dan 
transparansi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Vl eanun ini.

BAB VI
HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IMB

Pasal
Harga satuan (tarif) retribusi meliputi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Vll

bangunan dan
Qanun ini.

prasarana bangunan

BAB VII



BAB VII
RUMUS PENGHTTUNGAN RETRIBUSI IMB

P...1 g
(1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :a Retribusi pembangunan baru:Lx ltx tpOxHSbg

b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan : L x lt x it< x HSbgg Retribusi prasarana bangunan gedung:vx rx 1,00x HSpSgd. Retribusi rehabilltasi prasarana bangunan : Vx I x Tk x Hbp6g

Keterangan :

= Luas lantai bangunan gedung
= Volume/besaran (dalam satuan m2, m,, unit)
= lndeks
= lndeks terintegrasi
= Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg = Harga satuan retribusi praJarana bangunan gedung1,00 = lndeks pembangunan baru

(2) Contoh cara_ penghitungan Retribusi IMB sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Vlll Qanun ini.

Pasal 10
(1)^Iglif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal B ditinjau kembali paling

Iama 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
.^. dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B.AB VIII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

L
V
I

It
TK

Pasal 11
('1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi lzin

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian
penyelenggaraan pemberian rzin Mendirikan Bangunan;(2) Biaya penyelenggaraan pemberian.izin sebagaimlana djmaksud pada ayat (1)meliputi penerbitan dokumen izin, p"ngi*rrrn dan pengendalian dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan diry, untuk

Mendirikan Bangunan
atau seluruh biaya

penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut;

BAB IX.



rl

t0

wTLAyAHB#wlil*ouro*

Pasal 12
Retribusi dipungut di wirayah Daerah tempat izin diberikan.

sAAr *ur*?ff lrERUrANG

saatierutangnya Retribusi adatah J?:iLl;tkannya izin atau saat diterbitkannyaSKRD dan/atau dokumen lain yang dipersarnaH.

pEMPrir%l'ro*

Pasal,14(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan sKRD atau dokumen lainyang dipersamakan yang diterbitkan oleh E-upati.(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 6d;;;;.(3) Bentuk, isi, tata. cara pengisian dan p"riiipiian sKRD atau dokumen lajnyang dipersamakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

rArA cARfF#Loro*o,u

Pasal 15
(]) femoayaran Retribusiyang terutang harus dilakukan sekaligus di muka.(2) Retribusi dilunasi paling tamoat soltiga prtun; nari kerja sejak diterbitkannyaSKRD atau dokurel i in yang.oipersamr(;;, yang merupakan tanggar jatuh
.^. l"rpo bagiwajib Retribusi untuk merunasi Retriu,rsinya.(3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi s"tuian memenuhi persyaratan yangditentukan dapat memberik-an persetujuan kepaoa wajib Retribusi untukmengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga

(4) Ketentuan lebih ranjut mengenai.tata cara pembayaran, pembayaran denganangsuran, dan penundaan pembayaran Retribuji oiaiur d;n;;; peraturan
Bupati.

Pasal 16
(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain.^ Ialtg ditetapkan oleh Bupati.
(2) Pembayaran R:I,!fi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirakukan denganmenggunakan SSRD.
(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian ssRD, ditetapkan denganPeraturan Bupati.

rArA .f$t#lloo,ro*
Pasal 17(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan srRD jikawajib Retribusi tidak membayar Retribusi reiutang tepat pada waktunya ataukurang membayar.

(2) Penag inun........ fl
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(2) Penagihan R.etribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahuluidengan Surat Teguran.
(3) Jumlah kekurangan Retribusi yung terutang dalam srRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah o6ng;n r"irri ,o*inistratif r,Lrupa bungasebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan iari Retribusi yang terutang yarrg tidakatau kurang dibayar.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

^=?l?flx"
(1) wajib Retribusidapat mensajrl?:1"ill3trn.r"puda Bupati atau pejabat yangditunjuk atas SKRD atau oorumen rain yang dip;samakan.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam u.h"r, lndonesia dengan disertaialasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus oialuxan dalam jang.ka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejaktanggat SKRD diterbitkan, k3!u3i 1i1q wliio hetribusi' i#entu dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak oapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalahsuatu keadaan.yang terjadi di tuar keh-endak atau keku"ri"n w"ii6 Retribusi.(5) Pengajuan keberaian iioak rne.nunda kewajiban membayar Retribusi danpelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19
(1) Bupati dalam jangka waktu paling tama 6 (enam) bulan sejak tanggat suratKeberatan diterima harus membJri keputusan ,ir. keberatan yang diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan (eberatan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan. dapat Gilp, menerima seluruhnya atausebagian, menolak, atau menambah besarnya Helriuusiyang terutang.(3) fpabila jangka waktu.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat danBupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebutdianggap dikabulkan.

Jika qgnsajuan [9[eratan o,*I;Tjn20.ubusirn arau seruruhnya, Bupatimenerbitkan SKRD.LB u,ntuk mengembalikan r6tebinan pembayaran Retribusidengan ditambah imbaran uungi seueiai i:i1a", persen) seburan untukpaling lama 12 (dua belas) bulanl
lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

PENGEMBALIAN,.EIEJXAN PEMBAYARAN

Atas kerebihan pembayaran -fi{r?,'lvajib Retribusi dapat mengajukanpermohonan pengembalian kepada Bupati.
uupati dalam jangka 

.*?.rt, paring rama 6 (enam) buran, sejak diterimanyapermohonan pengembalian keleb-ihan. pembayarrn netrluusl-."org"irrn"dimaksud pada ayat (1), harus memberik.n f"fiiur"n.

(1)

(2)

(1)

(2)
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(3) Apabila j'lql? waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetah ditampauidan Bupati tidak memberikin suatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran Retribusi dianggap dikabuikan dan SKRDLB harus diterbitkan
{alam jangka. waktu paling 6ma t (satu) butan.(4) Apabila wajib Retribusi- mempunyai 

'hutan! 
Retribusi lainnya, ketebihanpembayaran Retribusi sebagaimana oimariuo paga ayat (1) rangsungdiperhitungkan untuk melunasi terteoin d;h;i; ;rtang Retribusi tersebut.(5) Pengembalian kelebihan pemb ayaran netriuusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan daram jang[a waktu ilirg rama 2 (dua) br.rran sejakditerbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan.pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2(dua) bulan, Bupati memberi'kan imtatan uunga sebesar 2% (dua persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.(7) Tata cara pengembalian i<elebihln 
-p"ru.y"on 

Retri"busi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan pLirturrn Bupati.

*=oXt'u#X'*ro

(1) Hak untuk T?lrkikT p"n"st,l,i"il"?,,1orri menjadi kedaiuwarsa seterahmeiampaui waktu 3 (tiga) tatiun 
.terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,kecualijika wajib Retribusi melakukan tirJlx pilrna di bidang Retribusi,(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi r"orgrilrr., dimaksud pada ayat (1)tertangguh jika:

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b' Ada pengakuan hutang Retribusi dan wajib Retribusi, baik langsungmaupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitran surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, kedaruwarsa penagihan dihitung:;j;t tanggar diterimanya SuratTeguran tersebut.
(4) Pengakuan hutang Retribusi secara..langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b adalah Wajib-Retribusioen"gan kesadarannya menyatakanmasih mempunyai hutang Retribusi dan 

" belu* melunasinya kepadaPenrerintah Kabupaten.
(5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dapat diketahui oan pe,igajuan permohonan angsuranatau penundaan pembayaran dan permohonan k6beratan oleh wajib Retribusi.

(1) Piutang Retribusi 
,I"lg,tidak munffi"lff ih ragi karena hak untuk metakukan

.^. penagihan sudah kadatuarsa Oapit dihapulXan.-
(2) Bupati menetapkan Keputusan eenghipus"n" piutrng Retribusi yang sudahkadaluarsa sebagaimana dimaksud pIOr'"yut 1f y.
(3) Tata cala penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diaturdengan peraturan Bupati.

BAB XVII..,



l3

",fr3F,ilIio*
(1) Bupati benruenang merakukan 

tllX,.'Sf-saan 
untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangra melaksanakan peraturan

.^ perundang-undangan Retribusi Daerah. s .'

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:a' Memperllhatkan danlatau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yangmenjadi dasarnya dan dokumen rain yang berhubungan dengan objek. R.etribusi yang terutang;
b' Memberikan kesempitan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

:#itr perlu dan memberikan uantuan guna keran."rrn pemerit<saan;

c. Memberikan keterangan yang dfperlukan.
(3) Ketentuan lebih.lanjut mirgunritata cara pemeriksaan Retribusi diatur denganPeraturan Bupati.

'=,?f,?AI+^*
(1) Hasit penerimaan Retribusi ,,Jfi:[: pendapatan daerah yang harus
_ -disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah. I

(2) sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yangberkaitan langsung d.engan penyerenlgrrrrn pemberian dan pengawasanpelaksana an izin mendirikan bangunan.
(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

n:Xtrgr"lletapkan 
dalam Qanun tentans Anggiran Fendapatan dan aeran;a

rNsENrF##f-"urAN

Pasal 26(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atasdasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana. dimaksud pada avat (1) ditetapkan melaluiAnggaran pendapatan dan Belanja XaOrpaiei. 

-'
(3) Pemberian dan pemanfaatan inientif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan Peraturan pertinoang-undangan dan diatur lebihlanjut dengan peraturan Bupati.

"f,+iofl^-
Pasal 27(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberiwewenang khusus sebagai Penyidik ,ni.,k rielakukan p"nvioirrn tindakpidana di bidang Retribusi Daerah, seuagiimana dimaksuo oaia, un,trng-Undang Hukum Acara pidana.

(2) Penyidik
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah' Daeran yanj'oiangkat olehpejabat yang berwenang iesuii dengan ketentuan peiatuian perundang-
undangan.

(3) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a' Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindik 'pidana 
di bidang RetribuJi Daerah agarketerangan atau raporan terse'but menjadi teuin Lngr;t;;; jetas;b' Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadiatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dila[ukan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c' Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badansehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribuii or"Ln;d' Memeriksa buku, catatan, dan dokumen'lain berkenaan Jungrn tindakpidana di bidang Retribusi Daerah;
e' Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahanbuktitersebut;
t' Meminta bantu.an.tenaga ah.li dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang Retribusi Daerahj '

g' Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan iedang ueriangsu;fi;; rnemeriksaidentitas orang, benda, dan/atau dokumenying dibawa;h' Memotret seseorang yang berkaitan oengin tindak pidana RetribusiDaerah; i
i' Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka atau saksi;j Menghentikan penyidikan; dan/atauk' Melakukan, tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakpidana di bidang Retribuii Daerah sesuai dengan rutiint,irn peraturan

perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimanl dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimutainyapenyidikan d3L. menvampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umummelalui Penyidik pejabat Polisi Negala Repuutir tnooneiL, s"sr"i denganketentuan yang diatur datam UndanglgnOang HuLu, Acara pidana.

r<erEr,fit?ilf;,ro*o

Pasal 28
(1) waiib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikankeuangan Daerah diancam pidana.kuru.ngan prting rjma 3 (ti;;t buran ataupidana denda..paling banyak 3 (tiga) rari i"umlJn Re"tribusl t;di;;g yang tidakatau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

KETENifAB#TNUTUP

H.at-hat yang betum diatur dalam o"i,i."ij'13"r.ni"ns mensenai petak,diatur teLih ianlut dengan p.iairr* Bupati. '-"'e rrrtrrrgelrar pelaKsana"n}r"

Pasal 30... zV
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Pasal 30
Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten pidie Nomor 22 Tahun2002 tentang Retribusi rzin Mendirikan Bangunan difiatakan tidak berraku.

Pasal 31
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan eanun inidengan penempatannyaoitam Lembaran Daerah xaoupaten pidie.

Diundangkan : di Sigli

UTAMA MUDA
1130 198803 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2011 NOMOR ,?1.

rlar.R 20'i

'{"{':'l'v i(,'-:'iF:'
{?.\r.\" -r'4<"d\ q"+ '4;t'f I I .qsbrJr



PENJELASAN

QANUN KABUPATEN PfiI$io*o* 31 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

UMUM
Pemerintah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efLiensi danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan f"tryrnrn kepada masyarakat.untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebui pemelintah Kabupaten
berhak .mengenakan pungutan kepada masyarakat. Untuk rneningkatkan
akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten diberikewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan femueriankewenangan tersebut sesuai dengan undang-undang Nomor Jz ranrn 2oo4tentang Pemerintahan Daerah din Undanglgndang Nomor 33 Tahun ZA04tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan
Daerah, perluasan keweningan retribusi tersebut dirakukan denganmemperluas beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi.

Dengan perluasan |":jt retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangandalam penetapan tarif tersebut, 
-ma[a 

diharapkin kemampuan Kabupaten
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar.

II. PAS.AL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jetas.

Pasal 3
Cukcrp jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal g
Cukup jelas,

l6

Pasal 10
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Pasal 10
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2.)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam eanunperlu disesuaikan karena piuy, p"riv"J"r, rayanan cukup besardan/atau besarnya tarif y^,k "r"tiii-irgi untuk mengendarikan

ffiffi[l,. rayanan tersebut, grp"ii *"r"t menyesuaikan tarif

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 1G

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 1g
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2'l
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
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Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan,,
adalah dinas/badan/rembaga yang [ugas pokok dan funlsinya
melaksanakan pemungutan pajak djn Reiribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkipan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang membidangi m-asalah
keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal2T
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAMN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR G2
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a. lndeks Kegiatan
lndeks Kegiatan meliputi kegiatan:
t) Bangunan Gedung

i. Rendah

ii. Sedang

iii. Tinggi

i. Zona l/ minor
ii. Zona ll/ minor
iii. Zona til /sedang
iv. Zona lV / sedang
v. Zona V/ kuat
vi. ZonaVl / kuat

a) Pembangunan bangunan gedung haru sebesar 1,00b) Rehabilitasi/renovasi
(1) Rusak sedang sebesar
(2) Rusak berat sebesar

c) Pelestrian/pemugaran
(1) Pratama sebesar
(2) Madya sebesar
(3) Utama sebesar

0,40

0,70

0,70

i Darurat
ii. Semipermanen
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masing-masing terhadap

tingkat teknologi dengan

0,45

0,65

0,65

0,45

0,30

b. lndeks parameter
1) Bangunan Gedung

a) bangunan gedung di atas permukaan tanah
(1) rndeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
i lndeks 0,05 untuk rumah tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah

sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
ii lndeks 0,05 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan

rumah deret sederhana.
(b) Fungsi keagamaan, sebesar O,O0
(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
(d) Fungsi sosiat dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

i lndeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor mirik negara, meriputi bangunan
gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan judikatif;

ii lndeks 0,05 untuk fungsi hunian selain ruma h tintggal tur4gal sederhana dan
rumah deret sederhana.

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) lndeks parameter krasifikasi bangunan gedung dengan bobot
bobot seluruh parameter krasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan

bobot 0,25:

i Sederhana

ii Tidak Sederhana
iii Khusus

(b) Tingkat permanensi dengan [:obot 0,20:
0,40

0,70
iii. Permanen 1,00

(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
0,40

0,70

1,00
(d) Tingkat zonasi gempa clengan bobot 0,15:

0,10

0,20

0,40 ,

0,50

0,70

L,00
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(e) Lokasi berc.lasarkan kepadatan bangunan gectung crengan bobot 0,r.0:i. Rendah O,4O

ii. Sedang

iii. Tinggi
0,70

L,00

0,40 (1 lantai )

0,70 (2lantai- 3 lantai)
1,00 (lebih dari 3 tantai)

0,40

0,70

1,00

(f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumrah lapis/tingkat bangunan gedung
dengan bobot 0,10r
i. Rendah

ii. Sedang

iii. Tinggi
(e) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:

i. Negara, yayasan

ii. Perorangan

,iii. Badan usaha
(3) lndeks parameterwaktu penggunaanbangunan gedungditetapkan untuk:(a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6(enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks

sebesar 0,40
(b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sernentara jangka menengah maksimum

3 (tica) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70(c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks
sebesar 1,00

b)' Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air,prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung
ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 7,30 untukmendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung
lndeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh,rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta
bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00,

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedurrg yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapatditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebes ar !,7so/o
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Lampiran V : Qanun l(abupaten pidie

Nomor : 3t Tahun 2011

1132 V
TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

UNTUK PRASAR4NA BANGUNAN GEDUNG

PEMBANGUNAN

BARU

lndeks

RUSAK

SEDAN6

lndeks2

Konstruksi pembati
penahan/ pengaman

Konstruksi penan

masuk lokasi

Konstruksi perkerasan

Konstruksi penghubung

Konstruksi

kolam/reservoir bawah

Konstruksi menara

Konstruksi monument

Konstruksi instalasi'
gardu

Konstruksi
reklame/papan narna

3

a. Pagar

b. Tanggul/ retaining wall
c. Turap batas kavling/persil
a. Gapura

b. Gerbang

a. Jalan

b. Lapangan upacara
c. Lapangan olah raga terbuka
a. Jembatan

b. Box culvert
a. Kolam renang

b. Kolam pengolahan air
c. Reservoir di bawah tanah
a. Menara antena
b. Menara reservoir

a. lnstalasi listrik
b. lnstalasi telepon / komunikasi
c. lnstalasi pengolahan

a. Billboard
b. Papan lklan
. Papan nama (berdiri sendiri
atau berupa teqlbok pagar)

CATATAN : 1.*) lndeks 0,00 untuk prasarana bangunan
bangunan gedung kantor milik Negara,
pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal,
kecuali bangunan gedung milik negara untuk

gedung

?. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4' Jenis konstruksi bangunan rainnya yang termasuk prasarana bangunan

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
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25 SYAuAL un iDAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1.*) lndeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rurnah inti tunrbuh, rumah
sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.

2. **) lndeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan
gedung milik Negara untuk perayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan
gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.

3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah
(basement), di atastbawah permuka an air, prasarana, dan sarana umum diberi
indeks pengali tambahan 1,30

4. +**) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang
ditetapkan oieh pemerintah Daerah.

termasuk prasarana banguna gedung



l1
Lampiran Vll : eanun Kabupaten piclie 28

No,.nor : gl Tahun 2011

rENDrRrKArlHi"rffi

busipernbinaa@
BANGUNAN GEDUNG

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
JENIS PRASARANA
Konstruksi pembatas/penahan/pengaman
- Pagar

- Tanggul / retaining wall
- Turap batas kavling/persil

Konstruksl penanda masuk
- Gapura

- Gerbang

Konstruksi perkerasan

- Jalan

- Lapangan parkir
- Lapangan upacara
- Lapangan olah raga terbuka
- Penimbunan barang, dll

Konstruksl penghubung
- Jembatan
- Box culvert

Dueker, gorong-gcrong, saluran/ dralnase

Konstruksl kolam/reservoir bawah tanah
- Kolam renang
- Kolam pengolahan air
- Reservoir air bawah tanah
- Waste water treattnent plant
-Saluran air

Konstruksl menara
- Menara antena
- Menara Reseryoir
- Cerobong

Konstruksi monumen
-Tugu
- Patung

Konstruksi instalasi
- lnstalasi listrik
- lnstalasi telepon/komunikasi
- lnstalasi pengolahan

- lnstalasi Bahan Bakar
- Jaringan gas bawah tanah
- Kontruksi pondasi mesin di luar bangunan
- Jembatan atau lift (service kenderaan

di luar bangunan

Konstruksl reklame
- Billboard/ Bando
- Papan iklan

- Papan nama (berdirisendiriatau berupa tembok

4.O00,0Olntt

7.00o,aTlmt
1..000,001rnr

1.000,001m

1.000,00f nr'
1.000,001mr

r.o00,oolmt
1.000,001m'

1.000,001mr

1.000,00f nrr

3.5oo,oolm'
3.500,001mr
3.500,001mr

3.500,001mr

1.500,001mr

100.000,001m

T.Ooo,Oolmr

4.000,001m

25.000,00[mr

4.000,001rnr
q.0oo,0olmr

4.000,00[nr
14.000,001nrr

14.000,001nr'

25.000,001nrr

20.000,001mr

15.000,001nrr
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1OOO BANGUNAN GEDUNG

11OO LINGKUP PEMBANGUNAN

L1L0 Pembangunan baru
1120 Rehabilitasi/Renovasi
11"21 Rehabilitasi/Renovasi sedang
1112 Rehabilitasi/Renovasi berat
1130 Pelestarian

1131 Peiestarian pratama
1132 Pelestarian madya

1133 Pelestarian utama
1200 FtLINGSI

1210 Hunian

1220 l(eagamaan

1240 Usaha

1250 Sosial dan Budaya
1260 Khusus

1270 Ganda

13OO KLASIFIKASI

1310 Kompleksitas

1311 Sederhana

1312 Tidak sederhana
1313 Khusus

L1320 Permanensi

1321 Darurat

1322 Semipermanen
1323 Permanen

1330 Risiko kebakaran
1331 Rendah

1332 Sedang

1333 Tinggi

1340 Zonasl gempa

L34LZonal/minor
L342 Zona ill minor
1343 Zona tfi / sedang

!344 Zona lV / sedang
1345 ZonaVlkuat
1346 Zona Vl /kuat
1350 Lokasi(kepadatan

bangunan gedung)

1351 Renggang

1352 Sedang

1353 Padat

1360 Ketingglan bangunan gedung
1361 Rendah

L362 Sedang
1363 Tinggi
1370 Kepenrilikan

1671 Negara/Yayasan

1.372 Perorangan

1373 Badan usaha
14OO WAKTU PENGGUNAAN

BANGUNAN GEDT'NG

L410 Sementara jangka pendek

1420 Sementara jangka menengah

1.130 Tetap

29

1

0,45

0,65

0,65

0,45

0,3

0,05/0.50*

0,00

3,00

0.00/1.00* *

2,00

4,00

0,25

0,40

0,70

1,00

0,20

0,40

0,70

1.,00

0,15

0,40

0,70

1,00

0,1"5

0,10

0,20

0,40

0,50

4,70

1,00

0,10

0,40

0,70

1,00

0,10

0,40

0,70

1,00

0,0s

0,40

0,70

1,00

2OOO PRASARANA BANGUNAN

GEDUNG

21OO LINGKUP PEMBANGUNAN

2110 Pembangunan baru
21.20 Rehabilitasi

2121 Rehabilitasi sedang

2122 Rehabilitasi berat
22OO JENIS PRASARANA

2210 Konstruksi pembatas/
penahan,/pengama n

221,7 - Pagar

2272 - Tanggul/retaining wall
2213 - Turap batas kavling/persil
2274 _ ***
2220 Konstruksl penanda masuk
2'221 - Gapura

2222 - Gerbang
2223 _**4

2230 Konstruksi perkerasan

2231. - Jalan

2232 - Lapangan parkir
2233 - Lapangan upacara
2234 - Lapangan olah raga terbuka' 2235 - +**

2240 Konstruksl penghubung
224L - Jembatan

2242 - Box culvert
2243 _***
2250 Konstruksl kolam/reservoir

bawah tanah
2257 - Kolam renang

2252 - Kolam pengolahan air
2253 - Reservoir air bawah tanah
2254 - Waste water treatment plant
2255 -Saluran air
2256 _ f*r
2260 Konstruksl menara
226L - Menara antena

2262 - Menara Reservoir

2263 - Cerobong

2264 _ *+*

2270 Konstruksi monumen
2271- -Tugu

2272 - Patung

2273 _***

2280 Konstruksi instalasi
2281 - tnstalasi listrik
2282 - lnstalasi telepon/komunikasi
2283 - Instalasi pengolalran

2294 _***
2290 Konstruksl reklame/papan

nama

2291 - Billboard

2292 - Papan iklan
2293 - Papan nama
2294 _ *+t6

1.,00

1,00

1,00

u,45

0,65

1,00

1,00

1,00

L,00

1,00

1,00

0,40

0,70

1,00

1,00



r|itI Lampiran Vlll : Qanun Kabupaten pidie

Nomor : gt Tahun 2011

t5 SYAWAL un +1

: Rp, 1,000,00 nrz

; Rp. 3.500,00 m2
: Rp. 5.000,00
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contoh 1 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUS| tMB

Fungsi Bangunan gedung : Hunian
Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal
Nama Pemilik Bangunan Gedung : Suryati
Lokasi Bangunan 

; Tijue Sigli

A. DATA UMUM BAI.,IGUNAN

L. Luas bangunan gedung :100,00 m22. Jumlah lantai : 1 lt3. Tingkat kerusakan : 0 %
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1. Pagar :60,00 m22. Waste water treatment plant : 3 m.2
RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung ; Rp, 4.000,00 m22, Harga satuan retribusi prasarana banguian gedung

1. INDEK5 PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASIa. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

- Pagar

- Waste water treatment plant
3. Penyediaan Formulir

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

100,00 X 0,3125 X 1,00 X Rp. 4.000,00
2OOO PRASRANA BANGUNAN GEDUNG
22tt pagar

60,00 X 1,00 X Rp. 1.0OO,OO
2254 Waste water treatment plant

3,00 X t,00 X Rp. 3.500,00
b. Retribusi penyediaan formulir

JUMLAH

Terbilang: Dua ratus ribu lima ratus rupiah

b' rndeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x krasifikasr x waktu penggunaan)
It = 0,50 x 0,625 x 1,00 = 0,3125

2, PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNGa. Retribusi pengendalian penyelenggaraanbangunan gedung
1OOO BANGUNAN GEDUNG

= Rp125.000,00

= Rp60.000,00

= RpL0.500,00

= . Rp5.000,00

= Rp200.500,00

1000 Barucr rruanr-EEnll
7000

Perkalian 1000 P RASARANA BANGU NAI\I.GEDM
Kode rm;6 7000 LINGKUP PEMEANGI ,lNAfu

Klasifikasi Kode ,--Jenrs I lndekslPembangunan Baru
lFUl\Lr5l-t.'.-..-

lRulahringg?!" . ._
IKLA)I+IKA5I

lk"rir"ri'ii;i
lieaeirri"i
lPermanensi
lF.rr"n;;
ln;ri6Eoutjrar' -- '|--.--_--.-_----
I seoang

lt"n"sig"-mpi - --- 
|

E-ona lv/seaant
I tor";i tt;p;a;t";;aei - - -- I

l5edi;c -- ' --:-- -l

__uq_

. . O,5q

o,z5

Q,ao --:
-- -9,?-9

L_0.0_ -
0.75

0,10

0,20

0,11

0,08

0,07

0,04

0,04
0,52s

L200
r110
lilo

zlit
ziso
rrc i

Konstruksi kolam .

Waste waier treatm-ent plant

l 1,00

1--
I 

roo

i- 
- ''ot

t

12L2
1300

iilo---- 
13 1 t*

-:.1"1_?o _
1323
1330
133r_-

J0,70t----"-"---.I 0,1s

lbso 
_-

I - - 
o;i-o

o,7o ]--- 
oJol

0,40 I

o,05l
o;70----l

1340
- 1343 -

1350
1352

- - '1360__--
Ketinggian banpunan s.dr.to

1361 ReMah----
xep"riiriti" --- *- 

I
Perorangan I

___--_--___--_i
VvAKtu rEt\bbut\AAtv I

I;tip' I

1370

1372 '

Jumlah
1400- 143-0 

*"
1,00



' 1. , . ' pENGHITUNGAN BESARNvA RETRlsusl tMB
contoh 2

i, Fungsi Bangunan gedung : Hunian
Jenis bangunan gedung : Rumah tinggal
Nama Pemilik Bangunan Gedung : M.Ali
Lokasi Bangunan : Kota Sigli

A. DATAUMUM8ANGUNAN

1. Luas bangunan gedung tunggal : 240,00 ,.,.,'

2. Jumlah lantai :2 lt ',

3. Tingkat kerusakan : O %

PRASARANA EANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 80,00 m2

?., Waste water treatment plant . : 5 m2
RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi ba4gunan gedung : Rp.4.000,00 m2
2. Harga satuan retribusi prasaranabangunan gedung

- Pagar : Rp. 1.000,00 m2
- Waste water treatment plant : Rp. 3.500,00 rn2

3. Penyediaan Formulir : Rp. 5.0OO,OO

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KI.qSIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

b, lndeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
It = 0,50 x 0,760 x 1,00 = 0,38

2, PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
a. Retribusipengendalian penyelenggaraanbangunan gedung

1OOO BAN6UNAN GEDUNG

240,00 X 0,38 X 1,00 X Rp. 4.000,00 = Rp364,800,00
2OOO PRASRANA BANGUNAN GEDUNG
22Lt pagar

80,00X1,00XRp.1.000,00 = Rp80.000,00
2254 Waste water treatment plant

5,00 X 1,00 X Rp, 3.5Ct400 = Rptt.S}1,OO
b. Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000,00

JUMTAH = Rp467,300,00
Terbilang: Empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah

31

1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalia n 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
r.000 LTNGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis lndeks Klasifikasi Kode Jen,s --Tt^d"ks
1110 Pembangunan Earu .. .1roo .

". O,SO

. "" o,r5

9l_0
0,2a

0,18

0,20

0,11

0,08

0,10

0,07

0,04

0,750

2710
ir:io

22.7.1

z.z.ii
22s4

Pembangunan baru 1,00
1200 r-uNb)r Konstruksi pembatas/

penallan/ pe_lg?man__
Pagar

7212 Runrah Tinggal
1300
iiio

KLA5IIIKA5I 1.00
Kompleksitas Konstruksi kolam

Waste water treatment olant1311 Tidak Sederhana 1.00
1320 Permanensi
1323

-i33b
Permanen

1,-o-o
0,75Resiko kebakaran

t33Z sedang 0,70
1340 zonssl gempa 0,15
1343 Zona lY / Sedang 0,50
1350 Lelqftsp_-a!3la1Bil 0,10
1352 Padat 1,00
1360 Iglilgqt"n Eleunan gedung 0,10
1361 Sedang (2-3 lantai)
1370 Kepemilikan ,.- - 

0,-05

o,!o . .

-t:nle-h
- "1;oo

t372 Perorangan

1400 WAK IU PII\bbUI\AAI\
retitj "-

1430



t,'

rtt . I. PENGHITUNGAN BESARN\'A RETRIBUSI IMB
contoh 3

'. Fungsi Bangunan gedung : Ganda
Jenis bangunan gedung : Rurnah tinggal dan Toko (ruko)
Nama Pemilik Bangunan Gedung : Syukri, S. pd

Lokasi Bangunan :Jl, lskandar Muda No. 12 Sigli

A. DATAUMUMBANGUNAN

1. Luas bangunan gedung tunggal : 160,00 m2

32

2. Jumlah lantai
3. Tingkat kerusakan
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar

:2 lt
:0 %

: 50,00 m2

2. Wast-e water treatment plant : 5 mz
RETRIBUSI

1. Harga satuan retribusi bangunan gedung
2, Harga satuan retribusi prasaranabangunan gedung

- Pagar

- Waste water treatment plant
3. Penyediaan Formulir

Rp. 4,000,00 rn2

Rp. 1,000,00 nr2

Rp. 3.500,00 m2

Rp.5.000,0Q

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN I.UNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

b. lndeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
It = 4,00 x0,760 x 1,00 = 3,04

2, PENGHIIUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIi]IKAN BANGUNAN GEDUNG
a, Retribusi pengendalian penyelenggaraanbangunan gedung

1OOO BANGUNAN GEDUNG

150,00 X 3,04 X 1,00 X Rp. 4.000,00 = Rp1.945,6OO,OO

2OOO PRASRANA BANGUNAN GEDUNG
22lL pagar

50,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00 = Rp50.000,00
2254 Waste water treatment plant

5,00 X 7,OO X Rp. 3.50O00 = Rptl.SOO,OO
b. . Retribusi penyediaan formulir = Rp5.000.00

JUMLAH = Rp2.018,100,00
Terbilang: Dua juta delapan belas ribu seratus rupiah

1000 BANGUNAN GEDUN6 Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GIDUNG
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis I tnaeks Klasifikasi Kode Jenis I tndeks
1110 Pembangunan Baru 1,00

0,18

0,20

0, 11

0,08

0,10

o,07

0,04
0,760

2110
2270

22!L
22iO
22i4

!9mb11er11a1 !g.r_
xonsiiufji - 

-_-- 
pembat t

penahan/ pengaman
Pagar

Konstruksi kolam
Waste *ater. ireatme;t plani

1,00
1200"iii) FUNGSI

nur"f,-finggii 1,-oo

-. .. orzs

9rl9
0,20

1300 KLASI FI KASI 1,00
1310 Kompleksitas
1311 Tidak Sederhana 1,00
1320 Permanensi
1323 Permanen 1,00
7330 Resiko kebakaran 0,75
1332 sedang 0,70
1340 zonasr gempa 0,15
1343 Zona lY I Sedang 0,50
1350 Lokasi (kepadatan BG) 0,10
1352 Padat 1,00
1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10
1361 Sedang (2-3 lantai) 0,70
L370 Kepemilikan 0,05
L372 Perorangan o'70

Jumlah
1400 WAKTU PENGGUNAAN

tetap 1,001430
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^-r:i' ? ? '"4-
' I. PENGHITL'NGAN EESARNYA RETRIEUSI IMB

sontuh 4
I Fungsi Bangunan gedung : Usaha

Jenis bangunan gedung : Toko
Nama Pemilik Bangunan Gedung : Safrina
Lokasi Bangunan : Gampong pasar Kec. Sakti

A. DATAUMUMBANGUNAN

L. Luas bangunan gedung tunggal : 270,00 m2
2. Jumlah lantai : 3 lt
3. Tingkat kerusakan :0 %
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar : 90,00 m2

2. Waste water treatment plant :'t lrl
RETRIBUSI

L. Harga satuan retribusi bangunan gedung : Rp. 4.000,00 rl2
2. Harga satuanretribus,i prasarana bangunan gedung

- Pagar : Rp. 1.000,00 m2
-Wastewatertreatmentplant :Rp.3.500,00 m2

3. Penyediaan Formutir : Rp. 5.000,00

B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
].. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BEROASARKAN FUNGSIOAN KLASIFIKASI

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

b. lndeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
It = 3,00 x 0,760 x L,OA = 2,28

2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
a. Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1OOO BANGUNAN GEDUNG

270,00 X 2,28 X 1,00 X Rp. 4.000,00 = Rp2.462.400,00
2OOO PRASRANA BANGUNAN GEDUNG
22tl pagar

90,00 X 1,00 X Rp. 1,000,00 = Rp90.000,00
2254 Waste water treatment plant

7,00 X 7,00 X Rp. 3.50Q00 = Rp24.500,00
b. Retribusi penyediaan formulir = Rp5.0O0,OO

JUMTAH = Rp2,581,9oo,oo
Terbilang: Dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah

aaJJ

1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDU NG
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis lndeks Klasifikasi Kode Jenis lnderks
1110 Pembangunan Baru 1,00

0,18

0,20

0, 11

0,08

0,1.0

0,07

0,04

0,760

27LO Pembangunan banr
-- -1,90

i,oo

1,bo

1200 FUNGSI

3,00
227o

zltl
2250
22i4

r<onstiutii - - pihuiias/
pena_han/ pglC-am!!l
Pagar

Konstruksi kolam
waste water t_._*"r,0 .nl 

.

12L2
iloo --
liio
rifr
llib

Rumah Tinggal

KLASIFIKASI

Kompleksitas 
"

Tidak Sederhana
Permanensi

0,70

.tW

o,1o

0;50

0lF

o,zo

0,75

o,ii

1323:-lil"o-* Permanen
nesit" t"Oiir.un --*-- -

t332 sedang

1340 zonasl gempa

1343 Zona lY / Sedang
1350 !g!rrr[er:{r!t!_qgl 0,10
1352 Padat 1,00
1360 [9!irsg!3$9 ns ttlglsgglrg 0,10
1361 Sedang (2-3 lantai)

9,7-9
0,05tS tt) Kepemilikan

1372 Perorangan 0,_7._9

Jumlah
1400
1430

WAKTU PENGGUNAAN
iai;p"- 1,00
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con6h 5

Fungsi Bangunan gedung
Jenis bangunan gedung
Nama Pemilik Bangunan Gedung
Lokasi Bangunan

PENGHITUNGAN EESARNYA RETRIEUSI IMB

: Usaha

: Menara
: lkramullah
: Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli

: 30,00 m2

:71 m

:60 rn'

: Rp. 4.000,00 tnz

: Rp, 1,000,00 rn2

: Rp. 100.000,00 m
: Rp.25.000,00 m2

: Rp.5.000,00

34

A. DATAUMUMBANGUNAN

1.. Luas bangunan gedung tunggal : - ^'2. Jumlah lantai :0 lt
3. Tingkat kerusakan :0 %

PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. Pagar

2. Menaratelekomunikasi

3. lnstalasitelekomunikasi
RETRIBUSI

l. Harga satuan retribusi bangunan gedung
2. Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

- Pagar

- Menara telekomunikasi
- lnstalasi telekomunikasi

3. Penyediaan Formulir

B. PENGHTTUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB
1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLAsIFIKAS|

a. Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

b' lndeks terintegrasi bangunan gedung (Fungsi x klasifikasi x waktu penggunaan)
It = 3,00 x 1,750 x 1,00 = 5,25

2, PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
a, Retribusipengendalianpenyelenggaraanbangunan gedung

1OOO BANGUNAN GEDUNG
- X s,25 X 1,00 X Rp.4.000,00 =

2OOO PRASRANA BANGUNAN GEDUNG
22Ll pagar

30,00 X 1,00 X Rp. 1.000,00 =
2262 Menara telekomunikasi

77,00 X 1,00 X Rp. 100.000,A0
2282 lnstalasi telekomunikasi

60,00 X 1,00 X Rp. 25.000,00
b. Retribusi penyediaan formulir

JUMLAH

= Rp7.100.000,0A

Rp8.635.
Terbilang: Delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah

r\*

Rp30.000,00

Rp1.500.000,00
Rp5.000.00

1000 BANGUNAN GEDUNG Perkalian 1000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
1000 LINGKUP PEMBANGUNAN 1000 LINGKUP PEMBANGUNAN
Kode Jenis lndeks Klasifikasi Kode lenis lndeks
1r-10 Pembangunan Baru 1,00

0,25

0,20

0,1 1

0,08

0,07

1,00

0,0s

I,750

2710 Pembangunan baru 1,00
1200

til)
FUNGSI

numan iincdt - 1,.09

0,25

1,90
0,20

ZZLO

z2it
2260
zist
2280
zz.az

Konstruksi pembatas/
penahan/ pengaman

1300

liio
iiti

KLASIFIKASI

xempleijlti!
Khusus

Pagar 
,

Konstruksi manara
1,00

Menara antena 1,00
1320 Permanensi Konstruksi lnstalasi

1,00t323 Permanen
1,-o-o

o,:lo
q,1s

0,15

lnstalasi telekomunikasi
1330 Resiko kebakaran
1332 sedang
1340 zonasi gempa
1343 Zona lV/ Sedang 0.50
1350 !e!"rU!gPeq.!?aq!) -.. -9,10

0,70L352 sedang
1360 _{g!$gi@"ngu na n gedung 1,00
t-361 lnggr 1,00
1370 Kepemilikan 0,05
L372 Badan Usaha 1,00

.l-vrlq!

1,00

1400
1430

WAKTU PENGGUNAAN
I etap

'.\..
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DIE,

{AIL

4)
l
I

*
\\
\tf*L-p")

Retribusi Penvediaan Administrasi I

(Pemecahan dokumen lMB, pembuatan duplikat

copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai penggant

dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran da

atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/

perubahan non teknis lainnYa)

Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB

hiaya pendaftaran IMB

i.i

4


